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ABSTRAK 

 

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pembagunan  

negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia sendiri 

masih sering sekali terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak, 

bahkan tidak jarang ditemui masyarakat yang tidak membayar pajak, 

hal ini berdampak pada perkembangan negara karena kurang sadarnya 

masyarakat untuk membayar pajak. Dengan adanya permasalahan ini 

menjadi salah satu tugas bagi aparat perpajakan untuk memberikan 

sosialisasi atau penyuluhan tentang wajib pajak agar dapat 

menghilangkan persepsi negatif di masyarakat terhadap instansi 

perpajakan yang dianggap memiliki kepentingan sendiri. Berdasarkan 

latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: Bagaimana peranan kantor pelayanan pajak 

pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak?  dan 

Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah mengenai hal tersebut. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran 

kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat 

sadar pajak dan ditinjau dari persfektif fiqh siyasah tanfidziyyah. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh menurut hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi menggunakan cara mengorganisasikan data-data 

kedalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan dalam pola, 

menentukan mana yang penting, dan menciptakan konklusi sehingga 

mudah dipahami oleh  diri sendiri ataupun orang lain. 

Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar  dalam 

meningkatkan kesadaran membayar pajak sudah berjalan dengan baik 

serta telah sesuai dengan tugas dan fungsi atau SOP yang berlaku. 

Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar melaksanakan 

perannya dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak dengan 

melakukan sosialisasi edukasi tentang perpajakan secara offline 

maupun online. Kedua dalam perspektif fiqih siyasah tanfidziah atau 

pandangan Islam dalam pajak atau pemungutan pajak bukanlah hal 

yang salah dalam islam jika hasil dari pemungutan pajak ditujukan 



 

iii 

 

 

untuk negara dan kembali pada warga negara atau masyarakat demi 

terwujudnya kemaslahatan secara keseluruhan. Dan faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak perspektif fiqih siyasah 

tanfidziah yang dilakukan sudah sesuai dan pada masa kepemimpinan 

rasulullah beliau juga memerintahkan kepada seorang petugasnya 

untuk berkeliling kekampung kampung juga pelosok untuk melakukan 

pemungutan jizya atau pajak dan juga memberikan pengetahuan lebih 

dalam mengenai pajak tentang apa itu pajak dan apa tujuan dan 

manfaat dari pemungutan pajak tersebut. 

 

Kata Kunci: Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, Pajak 
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MOTTO 

 

                              

                            

 

 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik- 

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah  

Maha mendengar lagi Maha melihat. 

 

(QS. An-Nisa: 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada bagian penegasan judul ini penulis akan menjelaskan 

maksud dari skripsi ini, agar memudahkan dan menghindari 

kesalahpahaman pembaca dari berbagai interpretasi dalam 

memahami judul skripsi yang penulis ajukan. Adapun judul 

skripsi yang dimaksud penulis adalah ―Tinjauan Fiqh Siyasah 

Tanfidziyyah Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Natar Dalam Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak 

(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar)”. 

Adapun beberapa pengertian istilah yang terdapat dalam 

judul proposal ini yaitu, sebagai berikut: 

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil 

meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidik, 

mempelajari, dan sebagainya).
1
 

2. Siyasah Tanfidziyyah dalam kerangka sistem pemerintahan 

Islam diartikan sebagai wewenang yang menjalankan 

peraturan yang telah dibuat oleh pihak pembuat undang-

undang. Siyasah Tanfidziyyah disebut juga sebagai badan 

eksekutif atau lembaga pelaksana yang bertanggung jawab 

untuk menerapkan dan mensosialisasikan undang-undang 

yang telah dirumuskan. Dalam sistem negara, badan eksekutif 

biasanya dapat dibantu oleh menteri atau organisasi yang 

beroperasi di bawah naungan pelaksana undang-undang.
2
 

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan Instansi vertikal 

Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada kantor wilaya, Kantor 

                                                     
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, ―Departemen Pendidikan Nasional,‖ 

Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, 1713. 
2 La Samsu, ―Al-Sul Ah Al-Tasyri‘Iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul? 

Ah Al-Qa‘Iyyah,‖ Jurnal Tahkim 8, no. 1 (2017): 159. 
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Pelayanan Pajak (KPP) pratama memiliki tugas melaksanakan 

penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang 

pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan 

atas barangmewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi 

dan bangunan serta bea perolehan atas tanah dan bangunan 

dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
3
 

4. Pembinaan adalah serangkaian bantuan yang berwujud 

layanan professional, yang diberikan oleh orang yang ahli 

dengan maksud agar dapat meningkatkan kualitas proses dan 

hasil sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai.
4
 

5. Masyarakat sadar pajak adalah wajib pajak yang sadar tentang 

pajak, mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, serta 

mempunyai kewajiban mengurus pajak, yaitu memenuhi 

kewajiban perpajakannya dengan benar dan memahami 

masalah pajak.
5
 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian yang 

meneliti tentang Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar 

Dalam Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak Ditinjau Dari 

Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. 

 

B. Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi 

pembagunan negara dalam meningkatkan jumlah kesejahteraan 

rakyat. Berkaitan dengan hal itu pengelolaan anggaran menjadi 

                                                     
3 Rizal Sukma Aliyudin And Eva Fauziah Ahmad, ―Analisis Pengembanagan 

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Menjadi Kantor 

Pelayanan Pajak Mikro Dalam Melakukan Intensifikasi Pajak:(Studi Pada Kpp Mikro 

Piloting Majalengka).,‖ J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi 1, No. 2 

(2020): 14. 
4 Abdul Rohim, ―Pembinaan Kompetensi Profesional Guru Di SMP Assalam 

Cipondoh Tangerang,‖ 2011, 1. 
5 Julia Filia Kolatung, ―Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan 

Bangunan Di Kota Manado,‖ Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis 

Dan Akuntansi 9, No. 2 (2021), 1008. 
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prioritas utama bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang 

dipungut oleh negara dan ditanggung oleh pemerintah kota. Pajak 

adalah jalan sebagai sarana penerimaan negara untuk 

penyelenggaraan pemerintah dalam aspek-aspek pembangunan. 

Salah satu yang mendukung keberhasilan pembangunan nasional 

berasal dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber 

daya yang lainnya.
6
 

Pajak menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 

berbunyi: Pajak merupakan pungutan terhadap masyarakat oleh 

negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan 

tertuang yang harus dibayar dengan tidak menerima imbalan 

secara langsung, yang hasilnya dipakai untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara pada penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan.
7
   

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran 

masyarakat untuk membayar pajak. Yang pertama merupakan 

pengetahuan mengenai apa itu pajak, pengetahuan pajak 

merupakan proses di mana masyarakat mengetahui peraturan 

perpajakan baik itu soal tarif yang akan mereka bayar ataupun 

manfaat yang akan berguna bagi kehidupan masyarakat. Dengan 

adanya pengetahuan soal perpajakan pada masyarakat akan 

membantu masyarakat untuk mengaplikasikan pengetahuan itu 

dalam membayar pajak. 

Faktor yang kedua adalah kesadaran masyarakat untuk 

membayar pajak, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak 

merupakan sebuah itikad baik dalam diri seseorang untuk 

memenuhi kewajiban membayar pajak dari hati nuraninya dengan 

                                                     
6 Aditya Nugroho, Rita Andini, And Kharis Raharjo, ―Pengaruh Kesadaran 

Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kpp Semarang 

Candi),‖ Journal Of Accounting 2, No. 2 (2016), 2. 
7 Ismail Rahmat Syam, Lukman Hakim, And Haerana Haerana, ―Pengaruh 

Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan 

Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Mamuju,‖ Kajian Ilmiah Mahasiswa 

Administrasi Publik (Kimap) 2, No. 2 (2021): 3. 
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ikhas tanpa paksaan dan harus dilakukan sebagai bentuk 

kepatuhan terhadap peraturan yang teleh ditetapkan.
8
  

Faktor ketiga merupakan tingkat penghasilan, penghasilan 

merupakan suatu pendapatan yang dihasilkan seseorang yang 

sudah memiliki pekerjaan. Tingkat penghasilan seseorang bisa 

mempengaruhi bagaimana seseorang memilliki tingkat kesadaran 

dan kepatuhan akan ketentuan aturan dan kewajibannya untuk 

membayar pajak. Masyarakat dengan penghasilan yang kurang 

akan menemukan kesulitan buat membayar pajak, kebanyakan 

mereka akan memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu 

sebelum membayar pajak.
9
 

Faktor lainnya merupakan sanksi perpajakan. Sanksi 

perpajakan adalah bentuk pencegahan agar masyarakat tidak 

melanggar norma perpajakan. Dalam ketentuan perpajakan 

hukuman perpajakan dikenal dengan dua macam hukuman yaitu, 

hukuman administrasi dan hukuman pidana. Suatu ancaman 

berupa pelanggaran norma perpajakan ada yang diancam 

menggunakan hukuman administrasi saja, ada yang diancam 

menggunakan hukuman pidana saja, dan ada yang diancam 

menggunakan hukuman administrasi dan hukuman pidana.
10

 

Namun kenyataannya di negara Indonesia masih sering sekali 

terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak atau bahkan tidak 

membayar pajak, hal ini berdampak dalam perkembangan negara 

karena kurang sadarnya masyarakat untuk membayar pajak. 

Padahal pajak merupakan Anggaran Penerimaan dan Pendapatan 

Negara (APBN) dimana penerimaan pajak adalah pendapatan 

pada negara yang terbesar.
11

 Kurangnya kesadaran masyarakat 

                                                     
8 Khoirina Permata Sari, ―Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib 

Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kulonprogo)‖ (Upn" Veteran" 

Yogyakarta, 2020), 5. 
9 SARI, ―Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat 

Penghasilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kulonprogo).‖ 
10 Ibid. 
11 Jessica Novia Susanto, ―Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, 

Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap 

Kepatuhan,‖ Calyptra 2, No. 1 (2013), 1. 
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untuk membayar pajak timbul karena adanya persepsi di 

masyarakat terhadap perbedaan kepentingan antara wajib pajak 

dengan pemerintah pada pelaksanaan perpajakan. Sampai saat ini 

masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pajak adalah 

pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa 

pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung 

kepada pembayar pajak.
12

 

Menjadi salah satu tugas bagi aparat perpajakan untuk 

memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang wajib pajak agar 

dapat menghilangkan persepsi negatif di masyarakat terhadap 

instansi perpajakan yang dianggap memiliki kepentingan sendiri. 

Padahal dana yang didapat dari pembayaran pajak dari masyarakat  

digunakan untuk pembangunan daerah, tetapi masyarakat yang 

kurang pengetahuan tentang pajak menganggap bahwa 

pembayaran pajak yang mereka lakukan hanya akan 

menguntungkan para aparatur-aparatur pajak. Sebagaimana yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 210 /PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak Pasal 18 yang  

berbunyi: Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan  Hubungan 

Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, 

dan pendaftaran Wajib Pajak, melaksanakan kerja sama 

perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan 

penyuluhan dan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Kantor 

Wilayah.
13

 

Mengenai soal pajak di dalam Islam ada dua pandangan 

mengenai hukum pajak. Pandangan pertama yaitu 

memperbolehkan adanya pajak sedangkan pandangan yang kedua 

yaitu yang memandang penarikan pajak merupakan suatu tindakan 

                                                     
12 Susanto, ―Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan 

Wajib Pajak, Dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan.‖ 
13 Menteri Keuangan, ―Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 210/Pmk. 01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak,‖, 2017, 12. 
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kezhalian dan hal ini adalah haram.
14

 Pembayaran pajak adalah 

salah satu bentuk ketaatan kepada waliyyul amri atau bisa 

diartikan sebagai pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam 

Al-Qur‘an dalam surah An-Nisa ayat 59 

                   

                      

                     

“Hai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatiah Rasul-

(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”. 

  

Selanjutnya penelitian ini akan dikaji berdasarkan perspektif 

fiqh siyasah tanfidziyyah. Pendekatan siyasah tanfidziyyah 

digunakan untuk melihat bagaimana peran kantor pelayanan pajak 

pratama Natar dalam melakukan pembinaan masyarakat sadar 

pajak. Karena pada pembahasan siyasah tanfidziyyah merupakan 

tindakan yang dilakukan pemerintah atau lembaga-lembaga 

administrasi public untuk melaksanakan kebijakan atau program-

program tertentu. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah pada 

umumnya hanya sebatas membahas peraturan-peraturan hukum 

yang diperlukan dalam urusan negara berdasarkan aspek ketaatan 

pada prinsip-prinsip agama dan merupakan perwujudan 

kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhannya.
15

 

 

                                                     
14 Miming Lestari, ―Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Kasus Di Kota Makassar)‖ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 16. 
15 Ahmad Hasan Sajili, ―Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Keputusan 

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan 

Keberangkatan Haji Di Indonesia‖ (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 6. 
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Table 1.1 

Penerimaan Pajak Pertahun di KPP Pratama Natar 2018-2022 

TAHUN 

ANGGARAN 

TARGET TEREALISASI % 

2018 1.719.985.310.000 1.482.479.066.781 86% 

2019 1.735.994.032.000 1.353.528.510.816 78% 

2020 1.277.070.250.000 1.412.655.937.752 111% 

2021 867.223.584.000 922.720.484.456 106% 

2022 425.108.256.000 579.108.168.523 136% 

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan 

pajak di KPP Pratama Natar pada tahun 2018-2019 tidak pernah 

mencapai target yang telah ditentukan, namun pada tahun 2020-

2022 penerimaan pajak pertahun di KPP Pratama Natar 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini dibarengi 

dengan pembentukan tim khusus penyuluh di KPP Pratama Natar. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis dan 

mempelajari peran tim penyuluh yang berada di KPP Pratama 

Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak dan menjalani hal 

tersebut berdasarkan persfektif fiqh siyasah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah 

Tanfidziyyah Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Natar Dalam Pembinaan Masyarakat Sadar pajak. 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Penelitian ini akan berfokus pada peran kantor pelayanan 

pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak. 

Sedangkan sub fokus dalam penelitian ini adalah tinjauan fiqh 
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siyasah tanfidziyyah terhadap peran kantor pelayanan pajak 

pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana peranan kantor pelayanan pajak pratama Natar 

dalam pembinaan masyarakat sadar pajak? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap peran 

kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan 

masyarakat sadar pajak? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka didapat tujuan 

berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui peran kantor pelayanan pajak pratama Natar 

dalam pembinaan masyarakat sadar pajak. 

2. Mengetahui peran kantor pelayanan pajak pratama Natar 

dalam pembinaan masyarakat sadar pajak ditinjau dari 

persfektif fiqh siyasah tanfidziyyah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang penulis harapkan dan akan diperoleh 

berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan kepada masyarakat mengenai peran kantor 

pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat 

sadar pajak. 
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2. Manfaat Praktis 

 Peneitian ini dimaksudkan menjadi suatu syarat untuk 

memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar S.H dalam 

Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung 

dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukan bahan pemikiran pada aparat perpajakan guna 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. 

 

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Penelitian yang berjudul ―Pengaruh Pengetahuan Pajak, 

Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor‖ yang ditulis oleh Khoirina Permata Sari pada tahun 

2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat 

penghasilan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor.
16

 Berdasarkan penelitian ini 

terdapat penjelasan-penjelasan mengenai mengapa masyarakat 

harus memiiki pengetahuan tentang pajak guna untuk 

menigkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. 

Perbedaaan dalam penelitian ini lebih spesifik membahas 

tentang pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, 

tingkat penghasilan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Sedangkan penulis membahas tentang peran 

kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan 

masyarakat sadar pajak. 

2. Penelitian yang berjudul ―Analisis Peran dan Fungsi Kantor 

Pelayanan Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak 

Perspektif Siyasah Syar‘iyyah Studi Kasus kantor Samsat 

Gowa‖ yang ditulis oleh Hairil Akbar pada tahun 2020. 

Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi 

kantor pelayanan pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib 

                                                     
16 Sari, ―Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat 

Penghasilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kulonprogo). (UPN Yogyakarta, 2020)‖ 
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pajak. Dari penelitian ini diharapkan kepada pihak kantor 

pajak lebih tegas untuk menangani wajib pajak, dan pihak 

kantor pajak juga wajib melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat secara menyeluruh keseluruh daerah hingga 

kekampung-kampung sekalipun, karena masih banyak yang 

kurang faham akan tujuan pajak dan masih kurang 

pemahaman tentang pajak. Dan demi terciptanya kepatuhan 

pajak secara tertip.
17

 Adapun persamaan dan perbedaan dalam 

penlulisan penelitian ini adalah peneliti menganalisis peran 

dan fungsi kantor pelayanan dalam meningkatakan kesadaran 

wajib pajak perspektif siyasah syar‘iyyah sedangkan 

penelitian yang peneliti tulis adalah meninjau peran kantor 

pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat 

sadar pajak.  

3. Penelitian yang berjudul ―Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor‖ yang ditulis oleh Brian Rahadian tahun 2018. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

untuk membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor 

bersama SAMSAT Malang Kota. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkatan kesadaran 

wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

(2) Kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kualitas 

pelayanan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

(3) Sanksi perpajakan secara dominan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan 

                                                     
17 Hairil Akbar, ―Analisis Peran Dan Fungsi Kantor Pelayanan Dalam 

Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Perspektif Siyasah Syar‘iyyah Studi Kasus 

Kantor Samsat Gowa‖ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020). 
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maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
18

 Perbedaan 

dalam penelitian ini dengan yang peneliti tulis adalah peneliti 

membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana 

peran kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan 

masyarakat sadar pajak. 

4. Penelitian yang berjudul ―Pengaruh Pemahaman dan 

Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Pajak, Kesadaran 

Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada 

SAMSAT Kota Boyolali)‖ yang ditulis oleh Yeni 

Fatchurohmah tahun 2019. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, 

dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor di samsat kota Boyolali. Sedangkan 

kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat kota 

Boyolai.
19

 Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang 

peneliti tulis adalah penelitian ini membahs tentang pengaruh 

pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan 

pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi 

pajak terhadap wajib pajak. Sedangkan penelitian yang 

peneliti tulis membahas bagaimana tinjauan fiqh siyasah 

terhadap peran kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam 

pembinaan masyarakat sadar pajak. 

5. Penelitian yang berjudul ―Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, 

Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor 

Bersama Samsat Surabaya Selatan‖ yang ditulis oleh 

                                                     
18 Brain Rahadian, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib 

Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor 

Bersama Samsat Malang Kota)‖, (Malang: Universitas Brawijaya Malang,  2018). 
19 Yeni Fatchurohmah And Ak Msi, ―Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan 

Wajib Pajak Tentang Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, 

Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada 

Samsat Kota Boyolali)‖ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019). 
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Yuliastuti Rahayu pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa: (1) Kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor pada kantor samsat Surabaya Selatan. (2) 

Dengan meningkatkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh 

positif kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 

pada samsat Surabaya Selatan. (3) Sanksi perpajakan 

berpengaruh positit terhdap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

membuktikan bahwa sanksi perpajakan yang diberikan dapat 

memberikan efek jera, sehingga wajib pajak menyadari 

apabila tidak membayar pajak akan sangat merugikan karena 

wajib pajak yang lalai akan dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.
20

 Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti tulis adalah peneliti membahas 

tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan 

dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan 

penulis meneliti tentang peran kantor pelayanan pajak pratama 

Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak.  

 

H. Metode Penelitian 

Untuk membuat penelitian yang komprehensif dan integral, 

maka penulisan skripsi ini memakai beberapa rangkaian 

sistematika penulisan penelitian sebagai berikut. 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian yang dipakai penulis pada penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research) dimana 

peneliti mengadakan penelitian secara langsung 

dilapangan menggunakan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.
21

 Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengadakan penelitian langsung di kantor pelayanan 

                                                     
20 Utami Widya Karlina And Mukhlizul Hamdi Ethika, ―Pengaruh 

Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,‖ Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing 

15, No. 2 (2021): 143–54, Https://Doi.Org/10.37301/Jkaa.V15i2.30. 
21 Jonathan Sarwono, ―Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,‖ 2006, 

18. 
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pajak pratama Natar untuk mendapatkan data-data terkait 

peran kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam 

pembinaan masyarakat sadar pajak. 

b. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan 

gambaran yang secermat mungkin tentang sesuatu, 

individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu.
22

 Dalam 

penelitian ini juga akan diberikan gambaran mengenai 

keefektivitasan peranan kantor pelayanan pajak pratama 

Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak di 

Kecamatan Natar. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data premier dan sekunder. 

a. Data Primer merupakan data yang didapatkan oleh 

peneliti dari hasil wawancara langsung dengan tim 

penyuluh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Natar guna untuk mendapatkan data tentang bagaimana 

pembinaan masyarakat agar sadar pajak. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

ekslusif dalam penelitian ini yang sebagai sumber data 

ssekunder merupakan literatur, artikel, jurnal dan situs 

pada internet yang berkenaan menggunakan penelitian 

yang dilakukan.
23

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Yakni obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang mana hal tersebut sudah 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh para aparatur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Natar yang berjumlah 20 orang. 

                                                     
22 Dr Sugiyono, ―Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D,‖ Bandung: 

Alfabeta, 2010, 36. 
23 Sugiyono, ―Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D.‖ 
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b. Sampel 

Merupakan bagian berdasarkan jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar 

dan peneliti tidak mungkin memeriksa semua yang ada pada 

populsai, lantaran memiliki keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu maka peneliti bisa menggunakan sampel yang 

diambil menurut populasi yang mewakili.
24

 Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode purposive 

sampling dimana penulis mengambil sampel yang memiliki 

ciri-ciri atau sifat-sifat yang telah ditentukan sebelumnya 

oleh peneliti. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

adalah 8 orang aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Natar dalam bidang penyuluhan. Pertama, pegawai Kantor 

Pelayaan Pajak Pratama Natar yang memahami terkait hal 

yang ingin diteliti dalam hal ini mengenai penerimaan 

pajak. Kedua,tim penyuluh di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Natar. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk 

memperoeh informasi menurut narasumber 

menggunakan cara tanya jawab sembari bertatap muka 

antara sipewawancara dengan sipenjawab dengan 

memakai alat yang bisa disebut interview. Wawancara 

bisa dilakukan secara terstruktur juga tidak terstruktur, 

dan bisa dilakukan melalui tatap muka (face to face) atau 

menggunakan telpon.
25

 Pada penelitian ini wawancara 

dilakukan secara terstruktur dan langsung dengan aparat 

kantor pelayanan pajak pratama Natar dibidang 

penyuluhan. 

 

                                                     
24 Garaika Darmanah, Metodologi Penelitian, Lampung: Cv. Hira Tech 

Redaksi, 2019, 48. 
25 Garaika Darmanah, Metodologi Penelitian. 
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b. Dokumentasi 

 Adalah metode yang dipakai untuk mempelajari dan 

mengolah data dari dokumen-dokumen yang telah 

terdapat sebelumnya untuk mendukung data penelitian. 

Dokumentasi sendiri mampu dipakai untuk menelusuri 

historis.
26

 Metode dokumentasi ini merupakan metode 

pelengkap. Data yang akan digambarkan adalah data 

yang berkenaan dengan dokumen tertulis tentang 

pembinaan yang dilakukan aparat kantor pelayanan 

pajak prtamana Natar, dan dokumentasi dalam penelitian 

ini dipergunakan sebagai alat kontrol yang diperoleh 

melalui wawancara. 

5. Metode Pengolahan Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul seluruhnya, maka 

selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu untuk memeriksa kembali berdasarkan seuruh 

data yang diperoleh terutama berdasarkan segi kelengkapan, 

kejelasan, makna, keselarasan antara data yang ada dan 

relevansi dengan penelitian. Pada pelaksanaannya penulis 

akan terlebih dahulu memeriksa seluruh data yang diperoleh 

lalu melakukan pengkajian untuk memilih data mana yang 

akan digunakan. 

b. Rekontruksi data (reconstructing), yakni menyusun ulang 

data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah 

untuk dipahami. Setelah penulis melakukan pengkajian, lalu 

penulis akan menyusun kembali data tersebut agar lebih 

sistematis. 

c. Sistematis data, yakni mengelompokan data yang telah di 

edit secara sistematis dan diberi tanda berdasarkan 

klasifikasi data dan urutan masalah. 

 

                                                     
26 M Burhan Bungin, ―Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada 

Media,‖ Group, 2008, 122. 
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6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh menurut hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi menggunakan cara 

mengorganisasikan data-data kedalam kategori, menjabarkan 

unit-unit, melakukan dalam pola, menentukan mana yang 

penting, dan menciptakan konklusi sehingga mudah dipahami 

oleh  diri sendiri ataupun orang lain.
27

 

Penelitian ini penulis memakai metode kualitatif yaitu, 

suatu mekanisme penelitian yang memakai data tertulis 

maupun lisan dari orang lain. Penelitian ini menggunakan 

tujuan memberi gambaran tentang situasi yang terjadi memakai 

analisa kualitaif yang bersifat induktif yakni analisa yang 

didasarkan oleh data yang diperoleh yang lalu akan ditarik 

kesimpulan untuk memecahkan permasalahan utama yang 

diangkat dalam penelitian ini. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

 Bab I berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, 

fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 Bab II berisi tentang landasan teori. Landasan teori yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep fiqh siyasah 

meliputi: Pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup  fiqh siyasah, 

sumber hukum fiqh siyasah dan siyasah tanfidziyyah. Kedua, 

Dasar hukum kantor pelayanan pajak meliputi: Definisi Kantor 

Pelayanan Pajak, Pelayanan Publik, Tugas dan Fungsi Kantor 

Pelayanan Pajak, Fungsi-Fungsi Terkait Sistem Penerimaan 

Pajak. 

                                                     
27 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabet, 2016), 

89. 
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 Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian yang mana di 

dalamnya akan diberikan gambaran umum Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Natar, penyajian fakta dan data penelitian 

 Bab IV sendiri berisikan analisis peran kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Natar dalam pembinaan masyarakat dan 

pandangan fiqh siyasah terhdap peran Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak. 

 Bab V berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan 

akan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian 

yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan 

akan diperoleh berdasarkan analisis data yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya. Rekomendasi dirumuskan 

berdasarkan hasil penelitian, berisi saran-saran praktis dan 

teoritis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqh Sisayah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam 

yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi 

manusia itu sendiri.
28

 Fiqh siyasah adalah ilmu yang 

mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat 

dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.
29

  

Fiqh Sisayah sendiri berasal dari dua kata yakni fiqh dan 

siyasah, dimana kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. 

Secara bahasa fiqh memiliki arti pemahaman yang mendalam 

dan membutuhkan pengerahan potensi akal. Menurut istilah, 

fiqh memiliki pengertian yakni sebagai pengetahuan 

keagamaan yang mencangkup seluruh ajaran agama, baik 

berupa akidah maupun amaliah. Fiqh juga dapat didefinisikan 

sebagai ilmu tentang hukum syara’ tentang perbuatan manusia 

(amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalil terperinci.
30

 Dalam 

ilmu ushul fiqh pembahasan yang berkaitan dengan syariat para 

nabi terdahulu. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa 

hukum-hukum yang berlaku bagi umat-umat sebelum kita dan 

kemudian ditetapkan oleh syariat Islam (menjadi bagiandari 

syariat Islam itu sendiri) berdasarkan dalil syara‘.
31

 Fiqh 

mencangkup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping 

                                                     
28 S Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, ―Perspektif Fiqh Siyasah 

Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar 

Lampung,‖ As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 1, no. 2 (2021): 63. 
29 Kartika, Yolanda, and Maraliza, ―Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran 

Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.‖ 
30 Rachmat Syafe‘i and Rachmat Syafe‘i, ―Ilmu Ushul Fiqih‖ (Pustaka Setia, 

2007), 18. 
31 Jayusman Jayusman, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban 

Kolektif,‖ Al-’Adalah 10, no. 2 (2012): 438. 
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mencangkup pembahasan tentang hubungan antar manusia 

dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek 

hubungan antara sesama manusia secara (muamalah). Aspek 

muamalah ini pun dapat dibagi-bagi menjadi jinayah (pidana), 

munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa’at 

(hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam 

al-dauliyah (hubungan internasional).
32

 

Sementara itu, kata siyasah sendiri berasal dari kata sasa, 

yang memiliki arti mengatur, memerintah atau perbuatan 

kebijaksanaan. Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf 

mendefinisikan bahasa siyasah adalah pengaturan perundangan 

yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan serta mengatur keadaan dan Ibn Manzhur 

mengatakan bahwa siyasahmemiliki definisi yakni mengatur 

atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia ke jalan 

kemaslahatan.
33

 

Fiqh siyasah secara terminologi adalah pengetahuan tentang 

hokum syar‘i me ngenai amal perbuatan (praktis) yang 

diperoleh dari dalil tafshili (terperinci), yakni hokum-hukum 

khusus yang diambil dari al-Qur‘an dan as-Sunnah.
34

 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang 

lingkup fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menentikan tiga, 

empat dan lima dalam bidang pembahasan fiqh siyasah. 

Bahkan ada juga sebagian para ulama menetapkan ruang 

lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang.   

Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup fiqh siyasah 

mencangkup: 

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-

undangan (siyasah dusturiyah). 

                                                     
32 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Kencana: 2016), 3. 
33 Iqbal, Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam. 
34 Wahyu Abdul Jafar, ―Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur‘an Dan Al-

Hadist,‖ Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 1 (2018): 20. 
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b. Ekonomi dan militer (siyasah maliyah). 

c. Peradilan (siyasah sadha’iyyah) 

d. Hukum perang (siyasah harbiah) 

e. Administrasi negara (siyasah idariyah) 35
 

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkas menjadi empat bidang 

kajian yaitu: 

a. Peradilan 

b. Administrasi Negara 

c. Moneter 

d. Hubungan Internasional 

Sementara Abdul Wahab Khallab lebih mempersempit 

menjadi tiga kajian yaitu: 

a. Peradilan 

b. Hubungan Internasional 

c. Keuangan
36

 

Berbeda dengan tiga pemikira di atas, T.M Hasbi membagi 

ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang: 

a. Politik pembuatan perundang-undangan 

b. Politik hukum 

c. Politik peradilan 

d. Politik moneter/ekonomi 

e. Politik administrasi 

f. Politik hubungan internasional 

g. Politik pelaksanaan perundang-undangan 

h. Politik peperangan
37

 

                                                     
35 Khamami Zada and Mujar Ibnu Syarif, ―Fiqh Siyasah Doktrin Dan 

Pemikiran Politik Islam,‖ Jakarta: Erlangga, 2008, 49. 
36 Iqbal, Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam. 
37 Zatalin Yuya, ―Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi 

Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang 
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Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh 

siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga kelompok yaitu: 

a. Politik perundang-undangan (Al-Siyasah Al-Dusturiyah) 

bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum 

(Tasri’iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan 

(Qadha’iyyah), oleh lembaga yudikatif dan administrasi 

pemerintah (Idariyah), oleh birokrasi atau eksekutif. 

b. Politik luar negeri (Al-Siyasah Al-Kharijiah) bagian ini 

mencangkup hubungan keperdataan antara warga negara 

muslim dengan warga negara non-muslim atau disebut 

juga hubungan internasional 

c. Politik keuangan dan moneter (Al-Siyasah Al-Maliyah) 

pembahasan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini 

adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan 

hak-hak publik, pajak dan perbankan. 

3. Sumber Hukum Fiqh Siyasah 

Sumber-sumber pokok fiqh siyasah atau siyasah syari’iyyah 

sendiri berasal dari al-Quran dan al-Sunnah. Dari kedua 

sumber pokok inilah pemerintah dapat memiliki acuan untuk 

menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur 

kehidupan bernegara. 

a. Al- Qur‘an 

Menurut sebagian besar ulama, kata Al-Qur‘an 

berdasarkan dari segi bahasa merupakan bentuk mashdar 

dari kata qara’a yang berarti bacaan atau yang apa yang 

tertulis padanya. Adapun definisi Al-Qur‘an secara 

terminologi menurut sebagian besar ulama fiqh yakni kalam 

Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi 

sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan 

                                                                                                                 
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid 19 (Studi Di Pekon 

Sumber Rejo Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat)‖ (Uin Raden Intan 

Lampung, 2022), 22. 
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ibadah, tertulis dalam mushaf, yang diawali surat Al-

Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.
38

  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Islam memiliki 

prinsip-prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan 

pemerintahan, adapun prinsip-prinsip tersebut sebagaimana 

telah dirumuskan oleh Muhammad Tahrir Azhari adalah 

sebagai berikut: 

1) Kekuasaan sebagai amanah 

2)  Prinsip musyawarah 

3) Prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia 

4)  Prinsip persamaan 

5) Prinsip ketaatan rakyat 

6)  Prinsip keadilan  

7)  Prinsip peradilan bebas 

8)  Prinsip perdamaian 

9)  Prinsip kesejahteraan.
 39

 

b. Hadis 

Kata hadis atau al-hadist menurut bahasa berarti al- 

jadid. Kata hadist juga berarti al- khabar (berita) yaitu 

sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang 

kepada yang lain. Hadis atau sunnah sendiri merupakan 

segala sesuatu kepada Nabi SAW. Secara etimologia hadis 

sendiri oleh para ahli hadis diidentikan dengan sunah yaitu 

segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad 

SAW. baik perkataan, perbuatan mauun ketetapannya. 

Sedangkan, ahli ushul memberian pengertian tantang hadist 

yaitu segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW 

                                                     
38 Pulungan Suyuthi, Fiqh Siyasah, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

1997), 44. 
39 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 

Reformasi (Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308. 
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berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan yang berkaitan 

dengan hukum.
40

 

Sebagaimana keadaannya Al-Qur‘an, Sunnah (Al- 

Hadist) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum 

atau ushul syar‘iyah dan juga merupakan dalil hukum syara. 

Kedudukan sebagai sumber hukum syara tersebut 

dikarenakan sunnah nabi Muhammad SAW, mengandung 

norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara 

dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan 

hukum syara didalam Al-Qur‘an terdapat kata ―sunnah‖ 

dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti ―kebiasaan yang 

berlaku‖ dan ―jalan yang diikuti‖.
41

 

Adapun pengertian hadis secara luas, sebagaimana 

diungkapkan oleh Muhammad Mahfudz At-Tirmidzi, 

adalah ‚Sesungguhnya hadis bukan hanya yang 

dimarfukkan kepada Nabi Muhammad saw, melainkan 

dapat pula disebutkan pada yang mauquf (dinisbatkan 

kepada perkataan dan sebagainya dari sahabat) dan maqtu‘ 

(dinisbatkan pada perkataan dan sebagainya dari tabi‘in).
42

 

Pada prinsipnya hadis Nabi yang berfungsi sebagai 

penjelas (bayan) terhadap Alquran, akan tetapi dalam 

melihat berbagai macam penjelasan Nabi dan berbagai 

ragam ketentuan yang dikandung oleh suatu ayat, maka 

interpretasi tentang bayan tersebut oleh ulama yang satu 

berbeda dengan ulama lainnya, akan jelas bahwa apa yang 

ditetapkan oleh hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan 

terhadap apa yang disinggung oleh Alquran secara terbatas. 

Pada dasarya hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-

hukum dalam Alquran dengan segala bentuknya 

sebagaimana dijelaskan diatas. Allah Swt menetapkan 

                                                     
40 Baharudin Moh, Ilmu Ushul Fiqih (Bandar lampung: Cv. Anugrah Utama 

Raharja, 2019), 31. 
41 Abu Fahmi, Agus Siswanto Dkk, HRD Syariah Teori Dan Implementasi 

Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2014), 20. 
42 Fatchur Rahman, Ikhtishar Mushthalahu’l Hadits,  (Bandung: Al-Ma‘arif, 

1991), 12. 
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hukum dalam Alquran adalah untuk diamalkan, karena 

dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang disyari'atkan. 

Tetapi pengamalan hukum Allah Swt. itu dalam bentuk 

tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum 

diberi penjelasan oleh Nabi.
43

 

4. Siyasah Tanfidziyyah 

Siyasah Tanfidziyyah dalam kerangka sistem pemerintahan 

Islam diartikan sebagai wewenang yang menjalankan peraturan 

yang telah dibuat oleh pihak pembuat undang-undang. Siyasah 

Tanfidziyyah disebut juga sebagai badan eksekutif atau 

lembaga pelaksana yang bertanggung jawab untuk menerapkan 

dan mensosialisasikan undang-undang yang telah dirumuskan. 

Dalam sistem negara, badan eksekutif biasanya dapat dibantu 

oleh menteri atau organisasi yang beroperasi di bawah naungan 

pelaksana undang-undang.
44

  

Menurut Al-maududi bahwa lembaga eksekutif dalam Islam 

dijelaskan dengan istilah ul al-amr dan diberi kepemimpinan 

oleh seorang amir atau khalifah. Istilah ul al-amr tidak hanya 

merujuk pada badan eksekutif, tetapi juga mencakup badan 

legislatif, yudisial, serta kelompok dalam arti yang lebih luas. 

Namun, praktek pemerintahan Islam tidak secara khusus 

menyebutkan istilah yang mengacu pada badan-badan di 

bawah kepala negara yang bertanggung jawab dalam 

menjalankan peraturan-perundang-undangan, seperti diwan al-

kharuj (dewan pajak), diwan al-ah das (kepolisian), wali untuk 

setiap wilayah, sekretaris, dewan pekerjaan umum, diwan al-

jund (militer), dan sahib al-bait al-mal (pejabat keuangan).
45

 

Siyasah tanfidziyyah merupakan bagian siyasah 

dusturiyyah, siyasah dusturiyah bagian dari fiqh siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam 

                                                     
43 Tasbih Tasbih, ―Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum 

Islam,‖ Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 14, no. 3 (2010): 337. 
44 La Samsu, ―Al-Sul Ah Al-Tasyri‘Iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul? 

Ah Al-Qa‘Iyyah,‖ Jurnal Tahkim 8, no. 1 (2017): 159. 
45 Djazuli, ―Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-

Rambu Syariah,‖ (Jakarta: Kencana), 2003, 72. 
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bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi 

(undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-

undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara 

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura 

yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan 

tersebut. tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia.
46

 

Tugas al-Sulthah tanfidziyyah adalah melaksanakan 

undang-undang. Disini Negara memiliki kewenangan untuk 

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan 

yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara 

melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan 

dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan 

sesama Negara (hubungan internasional).
47

 

Siyasah tanfidziyyah syar’iyyah dalam perspektif Islam 

tidak lepas dari dua persoalan pokok. Pertama, dalil-dalil 

kulliy, baik ayat-ayat al-qur‘an maupun hadis, maqosid 

syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur 

masyarakat, yang tidak akan berubah bagaianapun perubahan 

masyarakat karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur 

dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-

aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan 

kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun 

tidak seluruhnya.
48

 

Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan peneliti adalah 

fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyyah yang difokuskan pada 

mencapai kemaslahatan bagi rakyat dalam memenuhi haknya 

sebagai warga negara. Tujuan dari siyasah tanfidziyyah adalah 

untuk mencapai hasil yang diinginkan dari kebijakan 

pemerintah dengan cara teratur dan terkoordinasi.  

                                                     
46 Muhammad Iqbal, ―Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

Cet-2,‖ Jakarta: Rader Jaya Pratama, 2001, 62. 
47 Iqbal, ―Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2.‖ 
48 Djazuli, ―Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-

Rambu Syariah.‖ 
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5. Siyasah Maliyah 

Fiqh siyasah atau siyasah al-syar'iyyah diartikan Menuruti 

Ibnu'Aqil, bahwa fiqh siyasah adalah Perbuatan yang 

membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan 

(kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah 

(keburukan kemerosotan), meskipun Rasul tidak 

menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya. Sedangkan 

menurut Abd Wahab al-Khallaf siyasah syar'iyyah adalah 

pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam 

dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan 

menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui 

batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat 

umum.
49

 

Siyasah Maliyah secara etimologi ialah politik ilmu 

keuangan, sedangkan istilah siyasah maliyah yakni ini ialah 

yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran 

keuangan yang sesuai dengan kemaslahaan umum tanpa 

menghilangkan hak individu dan menyia-nyakannya. Fiqh 

Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian penting dalam sistem 

pemerintahan Islam karena menyangkut anggaran belanja dan 

pendapatan Negara. Tiga faktor utama terpenting dalam fiqh 

siyasah Maliyah adalah rakyat, harta dan negara. Adanya 

ketiga faktor tersebut akan menentukan pembuatan kebijakan 

yang sesuai untuk mengharmonisasikan hubungan dari si kaya 

dan si miskin. Negara memiliki tugas untuk mengatur dan 

mengelola pemasukan negara baik zakat, infaq, waqaf, sedekah 

yang berguna untuk kemaslahatan umat. Adanya tujuan dari 

teori ini bertujuan agar antar orang kaya saling membantu 

melalui kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintahan.
50

 

                                                     
49 Agung Agung Afnanda Putra, ―Kinerja Bamus Nagari Berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang 

Kamang Kabupaten Agam Menurut Perspektif Fiqh Siyasah‖ (Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), 20. 
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Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai 

segala aspek aktivitas negara, ada beberapa pendapat: 

a. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasatus 

Syari‟ah fi Islahir Ra‟I war Ra‟iyah (pokok-pokok 

pedoman Islam dalam bernegara) menyebutkan bahwa 

hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan 

harta rampasan perang. 

b. Sedangkan pendapat Muhammad Rasyid Ridha, dalam 

bukunya Al Wahyu al-Muhammady (wahyu Ilahi kepada 

Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta 

rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah 

ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari 

jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda 

mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka. 

c. Lain halnya dengan Yusuf Al-Qardhawi, ia menyatakan 

selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber 

pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam 

sumber pendapatan negara dapat dipastikan pendapatan 

tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan 

negara, yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula 

pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan 

Qardhawi, beliau pun menambahkan harta pusaka orang 

yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk kepada 

sumber keuangan negara.
51

 

Fiqh siyasah maliyah ini mengatur hak-hak orang miskin, 

mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan hukum 

dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang kaya 

dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-

sumber keuangan Negara, baitul Mal dan sebagainya. Dalam 

fiqh siyasah maliyah pengaturannya difokuskan untuk 

kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau 

kekuasaan. Politik keuangan bagi suatu negara ini bisa 

diartikan sebagai pengaturan sumber-sumber pemasukan dan 
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29 

pendayagunaan keuangam, yang digunakan untuk memenuhi 

pembiayaan kepentingan umum tanpa harus mengakibatkan 

kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu 

menjadi korban.
52

 

Siyasah maliyah telah mengatur hubungan antara negara 

dengan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul 

mal, dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan 

negara.
53

 Sumber keuangan/pendapatan negara untuk 

membiayai segala aspek aktivitas negara.  

a. Zakat 

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibakan 

Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak 

menerima. Zakat merupakan rukun islam yang ke empat. 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya 

fardu „ain atas tiap-tiap orang cukup syarat-syaratnya. 

Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari 

kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta 

benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam 

hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. 

zakat yakni ukuran pasti dari harta yang diharapkan oleh 

Allah guna diberikan kepada individu yang memenuhi 

syarat guna mendapatkannya. Zakat juga adalah kadar harta 

yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak 

menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat ini 

dilaksanakan serta wajib atas umat Islam pada tahun kedua 

Hijriyah. Zakat ini meliputi zakat maal (hewan piaraan, 

emas, perak serta benih makanan yang menawan, produk 

organik), zakat rikaz serta zakat fitrah.
54
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53 Setiawan, ―Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia Dalam 

Perspektif Siyasah Maliyah,‖ 50. 
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b. Ghanimah 

Ghanimah yakni kekayaan yang didapat umat Islam lewat 

perang. Islam mengizinkan kerabatnya guna memegang 

harta milik musuh yang sedang berperang. Yang dimaksud 

dengan rampasan perang (Ghanimah) adalah harta yang 

diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui 

pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan 

pertempuran dinamakan fa'i. Bahwa 4/5 bagian dibagikan 

kepada pasukan dan pejuang yang ikut berperang waktu 

mendapatkan harta rampasan itu. Adapun sisanya yang 

seperlima bagian dijelaskan Al-Qur‘an untuk Allah, untuk 

Rasul, untuk kerabat, anak yatim dan ibnu sabil.
55

 

c. Jizyah 

Jizyah adalah kewajiban materi yang dipikul oleh non 

muslim dalam wilayah kekuasaan Islam yang dibayarkan 

kepada penguasa Islam yang merupakan salah satu 

pemasukan dana bagi Islam. Jizyah ialah pajak per kepala 

yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang 

bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka. 

Dari ayat tersebut tampak begitu jelas maksud Allah Swt 

mewajibkan Jizyah sebagai imbalan untuk berada dan tidak 

diperangi oleh pasukan Islam. Jizyah secara umum yang 

disimpulkan Abu ubayd adalah sesuai dengan kemampuan 

Ahl Al-Dhimmah, tidak membaratkan mereka maupun 

merugikan pendapatan orang Islam, tidak ada ketentuan 

baku tentang jumlahnya.
56

 

d. Kharaj 

Kharaj bisa diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi. 

Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan 

dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat 
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islam. Kharaj dibedakan atas dua jenis, yang pertama yakni 

kharaj yang sebanding atau proporsional dan kharaj yang 

tetap. Jenis yang pertama dikenakan secara proporsioal 

berdasarkan hasil pertanian, missal seperdua, sepertiga, atau 

seperlima dari hasil pertanian. Adapun bentuk yang kedua 

yakni dibebankan atas tanah tanpa membedakan status 

pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau 

budak, perempuan atau laki-laki, muslim atau Non muslim. 

Kewajiban membayae kharaj ini hanya sekali dalam 

setahun, meskipun panen yang dihasilkan bisa mencapai 

tiga atau empat kali panen dalam setahun. Apabila Jīzyāh 

ditetapkan dalam Al-Qura‘an, maka kharaj ditetapkan 

berdasarkan ijtihad. Kharaj (pajak) dalam bahasa Arab 

adalah kata lain dari sewa dan hasil.
57

 

e. Fa‘i 

Harta rampasan bentuk kedua disebut fa‘i yaitu harta yang 

diperoleh dari lawan-lawan Islam tidak melalui penaklukan 

atau peperangan. Fa'i diatur penggunannya oleh Rasulullah 

SAW, sebagai harta negara dan dikeluarkan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti 

fungsi kelima dari penggunaan ghanimah. Alokasi dan 

pembagiannya berbedabeda dari satu kepala pemerintahan 

satu dan lainnya, tergantung pada kebijakan masing-masing 

kepala negara dan lembaga musyawarah yang 

dipimpinnya.
58

 

f. Baitul Mal 

Al-Qur'an dan hadist ini mengatur secara langsung masalah 

baitu maal. Karena, posisi baitul maal ini sangat penting, 

baitul maal merupakan lembaga keuangan yang ada pada 

zaman Rasulullah. Baitul maal ini bertugas mengawasi 
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kekayaan Negara terutama pada pemasukan dan 

pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-

lain. Baitul mal ini memiliki pihak yan berkewajiban 

bertugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala 

harta yang dimiliki oleh umat dalam bentuk pendapatan 

maupun pengeluaran. Baitul Maal bertujuan untuk 

melaksanakan pembangunan Negara dan untuk membangu 

negara yang ekonomi modern. Harta baitulmaal ini sebagai 

harta muslim yang harus dijaga dan pengelolaan dan 

pengeluaran harta.
59

 

 

B. Dasar Hukum Kantor Pelayanan Pajak 

1. Definisi Kantor Pelayanan Pajak 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

206.2/PMK.01/2014 Kantor Pelayanan Pajak adalah Instansi 

Vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, 

penyuluhan, konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan, 

dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan 

pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara 

jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas KPP Pratama.
60

  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah unit pelaksana dari 

Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi memberikan 

pelayanan administrasi perpajakan kepada wajib pajak di 

tingkat lokal atau daerah tertentu. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat 

Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan 
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memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Selain itu, DJP dalam melaksanakan 

tugasnya tersebut menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

perpajakan, fungsi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan di bidang perpajakan.
61

 

Kantor Pelayanan Pajak yang dalam Peraturan Menteri 

Keuangan ini disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat 

Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP terbagi menjadi 

3 jenis, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP 

Pratama. Sesuai dengan Pasal 54 PMK Nomor 

206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Wajib Pajak 

Besar dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan 

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang 

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam 

wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 58 PMK yang 

sama KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan 

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang 

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak 

Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.
62

 

2. Pelayanan Publik 

Pelayanan pelanggan (customer service) adalah upaya atau 

proses yang secara sadar dan terencana dilakukan organisasi 

atau badan usaha agar produk atau jasanya menang dalam 

persaingan melalui pemberian atau penyajian pelayanan 
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kepada pelanggan, sehingga tercapai kepuasan optimal bagi 

pelanggan. Berbeda dengan pelayanan pelanggan yang 

dilakukan oleh suatu organisasi atau badan usaha yang 

bertujuan laba, pelayanan publik atau pelayanan umum adalah 

pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah atau badan 

usaha lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak 

berorientasi pada laba. 

Dari perbedaan pengertian pelayanan pelanggan dan 

pelayanan umum, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan 

perpajakan adalah termasuk pelayanan umum, karena 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, bertujuan memenuhi 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

undang-undang, dan tidak berorientasi pada laba.
63

 

Menurut Pandji Santosa menyebutkan pelayanan publik 

adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas 

nama pemerintah, atau pun pihak swasta kepada masyarakat, 

dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan 

atau kepentingan masyarakat.
64

 Konsep pelayanan publik yang 

diterangkan oleh Valerie dalam buku Pandji Santosa 

mengonsepkan mutu layanan publik pada dua pengertian yaitu 

expected service dan preceived service. Keduanya terbentuk 

oleh dimensi-dimensi mutu layanan, yaitu tangibles (terjamah), 

rehability (andal), credibility (bisa dipercaya), responsiveness 

(tanggap), competence (kompeten), courtesy (ramah), security 

(aman), access (akses), communication (komunikasi), 

understanding the customer (memahami pelanggan).
65

 

Menurut Keputusan Meteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana 
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tertera pada lampirannya diatur mengenai kriteria pelayanan 

masyarakat yang baik yaitu sebagai berikut: 

a. Kesederhanaan. 

Prosedur pelyanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami, dan mudah dilaksanakan. 

b. Kejelasan.  

1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. 

2) Unit kerja untuk pejabat yang berwenang dan 

bertanggungjawab dalam memberikan. pelayanan dan 

penyelesaian keluhan, persoalan atau sengketa dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. 

3) Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara 

pembayaran. 

c. Kepastian Waktu. 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan. 

d. Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, 

dan sah. 

e. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum. 

f. Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggaraan publik atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan 

dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja 

dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan 
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sarana teknologi telekomunikasi dan informatika 

(telematika). 

h. Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat 

memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 

i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, 

santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

j. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 

ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang 

indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung 

seperti, parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.
 66 

3. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak 

Dalam situs milik klikpajak disebutkan tugas pokok KPP 

Pratama yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan 

pengawasan wajib pajak dibidang yaitu: 

a. Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

c. Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

d. Serta Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah 

wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.
67

 

Kemudian dijelaskan pula dalam situs milik klik pajak 

dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

                                                     
66 Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, ―Nomor 

63/Kep/M,‖ Pan 7 (2003): 6–7. 
67 Muhammad Adhitya Yusra S, ―Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
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a. Berfungsi sebagai pengumpulan, serta pengolahan data, 

pengamatan potensi perpajaka, penyajian informasi 

perpajakan, serta pendataan objek dan subjek pajak. 

b. Berfungsi sebagai penetapan serta penerbitan produk 

hukum perpajakan. 

c. Pengadministrasian dokumen serta berkas perpajakan, 

penerimaan dan pengolahan surat, pemberitahuan dan 

penerimaan surat lainnya. 

d. Penyuluhan serta pelayanan perpajakan. 

e. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak, pelaksanaan 

ekstensifikasi. 

f. Pengurangan sanksi pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, 

pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan dan wajib 

pajak. 

g. Pelaksanaan konsultasi perpajakan pembetulan ketetapan 

pajak, dan pelaksanaan administrasi kantor.
68

 

4. Fungsi-Fungsi Terkait Sistem Penerimaan Pajak 

Dalam Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diatur dalam Pasal 58 

PMK Nomor 210/PMK.01/2017, KPP Pratama mempunyai 

tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan 

penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBm), Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam wilayah 

wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
69

 

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, terdapat fungsi-

fungsi yang dilakukan oleh KPP Pratama yang dilakukan oleh 

seksi yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan tersebut yaitu: 
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a. Pelayanan 

Dalam Pasal 61 ayat 3 PMK Nomor 210/PMK.01/2017 

diatur bahwa Seksi Pelayanan sebagai fungsi pelayanan 

mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan 

produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan 

penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penerimaan 

dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), melakukan 

penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian 

permohonan konfirmasi status WP, serta melaksanakan 

pendaftaran WP dan objek pajak dan/atau pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak. Fungsi pelayanan dalam hal 

pelaksanaan penerimaan negara melalui sistem penerimaan 

negara berperan dalam hal permohonan konfirmasi WP, 

pelaporan SPT, dan pendampingan dalam pembuatan kode 

billing. 

b. Fungsi Administrasi dan Penatausahaan Penerimaan Pajak 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) memiliki tugas 

dalam hal pelaksanaan fungsi administrasi dan 

penatausahaan penerimaan pajak sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 61 ayat 2 PMK Nomor 210/PMK.01/2017, 

tugas yang dilakukan sehubungan sistem penerimaan negara 

berupa pencarian, pengumpulan, pengolahan, perekaman, 

serta penyajian data dan informasi perpajakan. Fungsi ini 

juga berhubungan dalam tata kelola penerimaan perpajakan 

melalui adanya pemantauan aplikasi perpajakan. 

c. Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengawasan berdasarkan Pasal 61 ayat 7 dan 8 PMK 

Nomor 210/PMK.01/2017 bahwa fungsi ini dilakukan oleh 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV. Sehubungan dengan 

penerapan sistem penerimaan negara, fungsi ini bertugas 

dalam melakukan usulan pembetulan hasil pemeriksaan, 

pengawasan kepatuhan WP, melakukan analisis kinerja WP, 
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melakukan rekonsiliasi data WP, serta melakukan imbauan 

dan konseling kepada WP.
70

 

d. Fungsi Pemeriksaan Pajak 

Dalam Pasal 61 ayat 5 PMK Nomor 210/PMK.01/2017 

dijelaskan bahwa fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh 

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (Seksi P3) 

mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 

pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 

dan melaksanakan pemeriksaan perpajakan lainnya. Output 

atas pelaksanaan pemeriksaan ialah dengan diterbitkannya 

dokumen berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terdiri 

dari SKP Kurang Bayar (SKPKB) dan SKP Lebih Bayar 

(SKPLB). 

e. Fungsi Penagihan Pajak 

Dalam Pasal 61 ayat 5 PMK Nomor 210/PMK.01/2017 

dijelaskan bahwa fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh 

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (Seksi P3) 

mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 

pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 

dan melaksanakan pemeriksaan perpajakan lainnya. Output 

atas pelaksanaan pemeriksaan ialah dengan diterbitkannya 

dokumen berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terdiri 

dari SKP Kurang Bayar (SKPKB) dan SKP Lebih Bayar 

(SKPLB).
71
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar 

1. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Natar 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Natar yang 

beralamat di Jl. Raya candimas Km.24,5, Candi Mas, Kec. 

Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35362. Memiliki 

visi dan misi sebagai berikut: 

a.Visi 

Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk 

menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan 

administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, 

dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi kementrian 

keuangan: ―Menjadi pengelola keuangan negara untuk 

mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, 

kompetitif, inklusif dan berkeadilan‖. 

b. Misi 

1) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

2) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan 

berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan 

yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan 

3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital 

didukung budaya organisasi yang adaprif dan koaboratif 

serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan 

bermotivasi.
72

 

 

                                                     
72 ―Dokumen KPP Pratama Natar, 2023.‖ 
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2. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Natar 

Adapun tugas dan fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Natar diantaranya: 

a.Tugas 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar mempunyai 

tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, 

dan penegakan hukumwajib pajak di bidang pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan 

barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan pajak 

bumi dan bangunan dalam wilayah wewenangnya 

berdasarkan peraturan undang-undang. 

b. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Natar 

menyelenggarakan fungsi: 

1) Pelayanan pajak. 

2) Penyuluhan pajak. 

3) Pendaftaran wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha 

kena pajak. 

4) Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, 

penerimaan, dan pengokohan Surat Pemberitahuan (SPT) 

serta penerimaan surat lainnya. 

5) Pengawasan kepatuhan wajib pajak. 

6) Pelaksanaan konsultasi perpajakan. 

7) Pencairan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 

dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi 

perpajakan. 

8) Pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, 

penilaian pengenaan. 

9) Pemberian dan/atau penghapusan NPWP. 

10) Pengukuhan dan/atau pencabutan PKP. 
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11) Pemberian dan/atau penghapusan NOP secara jabatan. 

12) Pemeriksaan pajak 

13) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 

14) Penyelesaian permohonan konfirmasi status wajib pajak. 

15) Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak. 

16) Pengurangan pajak bumi dan bangunan dan pembetulan 

ketetapan pajak. 

17) Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam 

rangka pengampunan pajak. 

18) Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan 

pajak. 

19) Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko. 

20) Pelaksanaan dan pemantauan internal. 

21) Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan. 

22) Pelaksanaan administrasi kantor.
 73

 

3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Natar 

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Natar 

dirancang dan dibentuk sesuai dengan prinsip modernisasi yaitu 

dengan berbasis ―fungsi‖. Perubahan paradigma organisasi ini 

guna memberikan pelayanan yang terbaik dan pelayanan prima 

kepada wajib pajak. Dengan berbasis ―fungsi‖ ini, seluruh unit 

kerja akan dapat memberikan pelayanan penuh secara optimal 

kepada wajib pajak. Berikut ini penulis sajikan bagan struktur 

organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar. 

 

   

 

 

                                                     
73 Ibid. 
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Gambar 3.1 

Struktur Kepemimpinan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  

Pratama Natar 

 

4. Seksi-seksi Terkait di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Natar 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar terdiri dari 

seksi-seksi sebagai berikut:
74

 

a.Seksi Pelayanan. 

b. Seksi Peminjaman Kualitas Data. 

Mempunyai tugas melakukan pencairan, pengumpulan, 

pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, 

melakukan perekaman dokumen perpajakan, melakukan tata 

usaha penerimaan perpajakan, melakukan pengalokasian 

Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan dukungan teknis 

komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, 

                                                     
74 Ibid. 
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melakukan pengolaan kinerja organisasi dan pengolaan 

risiko, serta melakukan tindak lajut kerjasama perpajakan. 

c.Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan. 

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 

pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan 

pemeriksaaan, melakukan penerbitan dan penyaluran Surat 

Perintah Pemeriksaan Pajak, melakukan administrasi 

pemeriksaan perpajakan lainnya, serta melaksanakan 

pemeriksaaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak 

yang ditunjuk kepala kantor. Serta melakukan penagihan 

tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, 

melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/atau saksi 

administrasi perpajakan serta melakukan penatausahaan dan 

penyimpanan dokumen penagihan. Melakukan pendataan 

dan pemetaan wajib pajak dan objek pajak, melakukan 

pemutakhiran basis dan nilai objek data, serta melakukan 

kegiatan penilaian. 

d. Seksi Pengawasan I. 

Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, melakukan 

penyusunan dan pemutakhiran profil wajib pajak, melakukan 

analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsilasi data 

wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, 

melakukan imbauan dan konseling kepada wajib pajak, serta 

melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut 

pengampunan pajak (untuk wajib pajak strategis). 

e.Seksi Pengawasan II. 

Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, melakukan 

penyusunan dan pemutakhiran profil wajib pajak, melakukan 

analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi wajib 

pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan 

imbauan dan konseling kepada wajib pajak, serta melakukan 

pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan 

pajak (untuk wajib pajak diwilayah Kabupaten Lampung 

Selatan). 
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f. Seksi Pengawasan III. 

Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, melakukan 

penyusunan dan pemutakhiran profil wajib pajak, melakukan 

analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi wajib 

pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan 

imbauan dan konseling kepada wajib pajak, serta melakukan 

pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan 

pajak (untuk  wajib pajak diwilayah Kabupaten Tanggamus). 

g. Seksi Pengawasan IV. 

Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, melakukan 

penyusunan dan pemutakhiran profil wajib pajak, melakukan 

analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi wajib 

pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan 

imbauan dan konseling kepada wajib pajak, serta melakukan 

pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan 

pajak (untuk wajib pajak diwilayah Kabupaten Pesawaran). 

h. Seksi Pengawasan V. 

Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, melakukan 

penyusunan dan pemutakhiran profil wajib pajak, melakukan 

analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi wajib 

pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan 

imbauan dan konseling kepada wajib pajak, serta melakukan 

pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan 

pajak (untuk wajib pajak diwilayah Kabupaten Pringsewu). 

i. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. 

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, 

keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja 

pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, 

pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuahan 

kepada kode etik dan disiplin, dan, melakukan pemantauan 

tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan 

rekomendasi perbaikan proses bisnis. 
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j. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa. 

k. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh.
 75

 

 

5. Penerimaan Pajak Pertahun di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Natar (2018-2022) 

Berikut ini adalah data penerimaan pajak pertahun di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar dari tahun 2018-2022  

Tabel 3.2 

 Penerimaan Pajak Pertahun di KPP Pratama Natar 2018-

2022 

TAHUN 

ANGGARAN 

TARGET TEREALISASI % 

2018 1.719.985.310.000 1.482.479.066.781 86% 

2019 1.735.994.032.000 1.353.528.510.816 78% 

2020 1.277.070.250.000 1.412.655.937.752 111% 

2021 867.223.584.000 922.720.484.456 106% 

2022 425.108.256.000 579.108.168.523 136% 

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil penerimaan 

pajak terkecil pada tahun 2019 yaitu diangka 78% dan 

penerimaan pajak terbesar adalah pada tahun 2022 mencapai 

angka 136%. Penerimaan pajak pertahun di atas pada tahun 

2018-2019 tidak pernah mancapai terget yang ditetapkan, 

sedangkan dari tahun 2020-2022 penerimaan pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar selalu melebihi target 

yang ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari peran tim penyuluh 

yang sudah di bentuk pada 20 Mei 2020 sehingga penerimaan 

                                                     
75 Ibid. 
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pajak di KPP Pratama Natar selalu melebihi target yang 

ditetapkan. 

 

B. Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Natar 

1. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dan 

Langkah-Langkah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Natar dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan 

penulis dengan teknik wawancara dengan narasumber yang 

memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya manusia, hasil 

pengamatan ini dapat dijabarkan secara terperinci oleh penulis. 

Dalam pelaksanaan penelitian, metode wawancara melibatkan 

sejumlah narasumber yang dipilih berdasarkan pengetahuan 

mereka dalam meningkatakan kesadaran wajib pajak. Para 

narasumber ini dipilih untuk wawancara karena memahami 

peran serta fungsi kantor pajak, selaras dengan panduan 

wawancara yang telah ditetapkan oleh penulis. 

Agar dapat memahami usaha dan tindakan yang diambil 

oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar guna 

meningkatkan kesadaran wajib pajak, penting bagi kita untuk 

memahami peran dan fungsi yang Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Natar. 

Berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Natar yang telah penulis jabarkan di atas terdapat juga 

pendapat yang penulis dapatkan saat melakukan penelitian di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar. 

Wawancara dengan bapak Muhadi selaku tim penyuluh di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar mengenai tugas 

dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar 

mengatakan bahwa 

Tugas pokok KPP Pratama Natar ada tiga hal yang pertama 

memberikan pelayanan kepada wajib pajak untuk dapat 

hak dan kewajiban perpajakannya, dalam melaksanakan  
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pelayanan kepada wajib pajak ini kita melalui pendekatan, 

yang pertama pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan, 

penyampaian SPT dan sebagainya, untuk melaksanakan 

pendaftaran wajib pendaftaran sebagai wajib pajak dan 

melaksanakan edukasi perpajakan. Edukasi perpajakan ini 

untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak sehingga 

dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang kedua 

adalah pengawasan terhadap wajib pajak. Jadi sistem 

perpajakan kita itu self assessment, jadi wajib pajak 

menghitung sendiri, menyetor sendiri dan melapor sendiri 

pajak yang menjadi kewajibannya. Nah, dalam 

pelaksanaan kewajiban perpajakan secara mandiri, 

dimungkinkan wajib pajak bisa lalai, bisa salah dan untuk 

itu KPP melaksanakan fungsi pengawasan gunanya untuk 

mengawasi apakah wajib pajak yang telah melaksanakan 

kewajiban perpajakannya itu telah melakukan pembayaran 

pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan benar 

atau tidak. Yang ketiga adalah penegakan hukum dalam 

hal wajib pajak mangkir dari pembayaran perpajakannya 

atau memenuhi kewajiban perpajakannya maka KPP 

melakukan tugas penegakan hukum seperti pelaksanaan 

sita, kemudian penagihan pajak dengan undang-undang 

surat paksa, melakukan pemeriksaan atau audit terhadap 

kewajiban perpajakannya. Jadi secara garis besar KPP 

memiliki tugas pokok yaitu pelayanan, pengawasan dan 

penegakan hukum.
76

 

 

Wawancara bersama bapak Andika selaku tim Penyuluh di 

KPP Pratama Natar mengenai sejak kapan KPP Pratama Natar 

memiliki tim khusus penyuluhan mengatakan bahwa ―Pada 

awalnya tim penyuluh di KPP Pratama Natar ini adalah seluruh 

pegawai yang ada di KPP Pratama Natar yang berjumlah 20 

orang, tetapi untuk dibentuknya tim khusus penyuluhan di KPP 

                                                     
76 ―Muhadi "Tugas Dan Fungsi KPP Natar", Wawancara, 26 Juli 2023.‖ 
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Pratama Natar baru dibentuk sejak 20 Mei 2020 yang 

beranggotakan 8 orang.‖
77

 

Wawancara bersama bapak Candra Irawan selaku tim 

penyuluh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar 

tentang bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat 

untuk membayar pajak mengatakan bahwa 

Banyak cara yang dilakukan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak terutama 

pada masa awal untuk laporan spt tahunan kita banyak 

melakukan penyuluhan, salah satunya kita mengadakan 

kelas pajak melalui media zoom, ada juga lewat tatap muka 

secara langsung. Kemudian kita juga datang ke kantor-

kantor pemerintahan, kantor swasta untuk mengingatkan 

untuk melaporkan spt tahunan, kita juga memasang 

spanduk-spanduk dijalan, kita juga membuka pos 

pelaporan spt di mall-mall, di kantor-kantor gitu, ada juga 

pojok pajak, dulu ada mobil pajak juga. Kemudian dari 

media sosial kita juga aktif seperti instagram, facebook, 

twitter, youtube dan wibesite pajak. Berikutnya kita 

meningkatkan kesdaran masyarakat ada namanya take go 

to school, take go to kampus dan pajak bertutur, ini kita 

melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah dan 

kampus-kampus, kita tanamkan kesadaran pajak itu sejak 

dini ke teman-teman pelajar. Kami juga ada program 

memasukkan kurikulum ke sekolah-sekolah dan ke 

kampus-kampus agar materi tentang pajak itu bisa 

diselipkan untuk menanamkan sadar pajak sejak dini.
78

 

    Wawancara bersama bapak Irvan sekalu tim penyuluh di KPP 

Pratama Natar mengenai indikator keberhasilan KPP Pratama 

Natar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

membayar pajak mengatakan bahwa 

                                                     
77 ―Andika "Berdirinya Tim Khusus Penyuluhan Di KPP Natar", Wawancara, 

26 Juli 2023.‖ 
78 ―Candra Irawan  "Cara Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk 

Membayar Pajak", Wawancara, 27 Juli 2023.‖  
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Untuk indikator pasti kita melihat dari kepatuhan 

masyarakat dalam pelaporan spt tahunan dan penerimaan 

kantor setiap tahunnya itu. Begitu kepatuhan dan 

penerimaan pajak meningkat berarti artinya kita sebagai 

tim penyuluh di KPP Pratama Natar berhasil dalam 

memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pajak. 

Begitu cara melihat indikator keberhasilan kami sebagai 

tim penyuluh di KPP Pratama Natar dalam memberikan 

edukasi pajak kepada masyarakat.
79

 

 

Wawancara bersama ibu Riris Citra selaku tim penyuluh di 

KPP Pratama Natar mengenai faktor penghambat tim penyuluh 

di KPP Pratama Natar dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk membayar pajak mengatakan bahwa 

Sebenarnya dari pihak kami sendiri sebagai tim 

penyuluhan pajak tidak terlalu menemukan hambatan atau 

kesulitan dalam melakukan sosialisasi maupun edukasi 

kepada masyarakat baik itu secara offline maupun online. 

Akan tetapi kesulitan itu ditemui pada masyarakat itu 

sendiri, terutama pada masyarakat yang berada di plosok 

daerah dan memiliki akses signal yang kurang baik, 

sehingga mereka sulit untuk dapat mengakses edukasi yang 

kami berikan melalui sosial media. Terlebih lagi tidak 

sedikit masyarakat di plosok desa yang masih kurang 

mengerti akan media sosial atau sering disebut gaptek yang 

membuat mereka tidak bisa mengakses edukasi yang kami 

berikan melalui media sosial. Jadi bisa dikatakan kesulitan 

terhadap kami dalam melakukan tugas-tugas hampir tidak 

ditemukan hambatan ataupun kesulitan, kami bisa 

mengakses ke daerah paling plosok sekalipun, dan kami 

                                                     
79 ―Irvan "Indikator Keberhasilan KPP Pratama Natar Dalam Meningkatkan 

Kesadaran Masyarakat", Wawancara, 27 Juli 2023.‖  
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juga rutin memberikan edukasi maupun sosialisasi 

mengenai pajak di media sosial tanpa kendala apapun.
80

 

 

Wawancara bersama ibu Dimitra selaku tim penyuluh di 

KPP Pratama Natar mengenai cara mengatasi hambatan tim 

penyuluh di KPP Pratama Natar mengatakan bahwa ―Dari kami 

sendiri masih mencari solusi untuk mengatasi hamabatan 

tersebut, namun menurut kami dalam hal ini perlunya juga 

peran pemerintah untuk dapat melakukan atau memberikan 

pemerataan akses internet di Indonesia khususnya untuk daerah-

daerah plosok. Sehingga nantinya masyarakat tidak lagi 

mengalami kesulitan untuk mengakses edukasi yang kami 

berikan atau yang akan kami berikan secara online.‖
81

  

Wawancara bersama bapak Frans selaku tim penyuluh di 

KPP Pratama Natar mengenai apakah pegawai di KPP Pratama 

Natar sudah melaksanakan tugasnya dalam memberikan 

pelayanan dan penyuluhan dengan baik mengatakan bahawa 

―Dalam melaksanakan tugas kami memiliki SOP dalam 

melaksanakan tugas-tugas kami sebagai pegawai di KPP 

Pratama Natar dan jika dilihat dari SOP terebut kami telah 

menjalankan semuanya sesuai dengan SOP yang berlaku 

dengan baik‖.
82

 

Wawancara bersama bapak Dwi Hariyanto selaku tim 

penyuluh di KPP Pratama Natar mengenai penyuluhan yang 

belum dilakukan tim penyuluh di KPP Pratama Natar 

mengatakan bahwa ―Untuk penyuluhan yang belum kami 

laksanakan yaitu penyuluhan kepada pedagang emas dikarnakan 

undang-undangnya baru saja keluar tahun 2023 ini, jadi kami 

selaku tim penyuluh di KPP Pratama Natar belum 

                                                     
80 ―Riris Citra "Faktor Penghambat Tim Penyuluh", Wawancara, 27 Juli 

2023.‖ 
81 ―Dimitra "Mengatasi Hambatan Tim Penyuluh", Wawancara, 31 Juli 2023.‖ 
82 ―Frans "Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Dan Penyuluhan KPP Pratama 

Natar", Wawancara, 23 Juli 2023.‖ 
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mempersiapkan materi apa saja yang akan kami sampaikan 

kepada para pedagang emas.‖
83

 

2. Sanksi-Sanksi yang Diberikan Kepada Wajib Pajak yang 

Tidak Membayar Pajak atau Telat Membayar Pajak 

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada 

seseorang yang melanggar suatu aturan yang telah dibuat. 

Sanksi dalam perpajakan adalah hukuman yang diberikan 

kepada wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar aturan 

yang sudah ditetapkan. Contoh dalam perpajakan seperti telat 

membayar pajak ataupun membuat keterangan yang tidak benar 

pada SPT. Sejalan dengan sanksi tersebut, menurut Elisyah 

―penegakan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan 

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya 

dalam perpajakan‖.
84

 

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan laporan pajak yang 

wajib disampaikan oleh wajib pajak kepada pemerintah 

Indonesia melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dalam 

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan, wajib bagi seluruh wajib pajak untuk 

melapor SPT sesuai dengan ketentuan dan batas laporan yang 

telah ditentukan.
85

 

Periode pembayaran dan pelaporan SPT tahunan tentunya 

memiliki masa waktu tenggang. Maka dari itu, upayakan jangan 

sampai terlambat melapor SPT atau bahkan tidak melapor SPT 

hanya karena lupa dan tidak tahu kapan batas waktu pelaporan 

tersebut. Bagi wajib pajak yang telat melapor SPT, maka akan 

dikenakan sanksi yang berupa denda. Setiap wajib pajak perlu 

memeriksa denda mana yang perlu dibayarkan terlebih dahulu, 

apakah denda telat melaporkan SPT atau ada juga denda telat 

                                                     
83 ―Dwi Hariyanto "Penyuluhan Yang Belum Dilaksanakan", Wawancara, 31 

Juli 2023.‖ 
84 Nina Elisyah Siagian, ―Analisis Sejumlah Faktor Yang Mempengaruhi 

Kepatuhan Masyarakat Desa Dan Kota Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan 

Di Kota Padangsidimpuan,‖ 2014, 30. 
85 Https://Pajakku.Com 
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membayar pajak. Berikut denda yang harus dibayarkan untuk 

wajib pajak yang telat melaporkan SPT:
86

 

a.Denda telat lapor SPT bagi wajib pajak orang pribadi yaitu 

sebesar Rp.100.000 per SPT masa pajak. 

b. Denda telat lapor SPT bagi wajib pajak badan yaitu sebesar 

Rp.1.000.000  per SPT tahunan pajak. 

c.Sanksi administrasi untuk SPT Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) bagi sebesar Rp.500.000 per SPT masa pajak dan 

Rp.100.000 per SPT masa pajak untuk SPT dengan masa 

lainnya. 

d. Denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari waktu 

bayar pajak yang belum dibayarkan. Denda telat bayar pajak 

memiliki waktu yang dihitung dari sejak tanggal jatuh tempo 

hingga tanggal pembayaran pajak tersebut.  

Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar 

bisa berupa sanksi denda (administrasi) dan sanksi pidana. 

Sanksi denda (administrasi) bisa berupa denda maupun bunga. 

Sanksi berupa denda 25% dikenakan saat terlambat atau tidak 

mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)  

yang disampaikan oleh Direktur Jendral Pajak, sehingga 

dikenakan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Terdapat pula denda 

berupa bunga 2% sebulan pada wajib pajak yang tidak 

membayar pajak saat jatuh tempo.
87

 

Adapun sanksi administrasi dikenakan terhadap:
88

 

a.Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Objek Pajak (SPOP) walaupun telah ditegur secara tertulis, 

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% 

dihitung dari pajak pokok. 

                                                     
86 Ibid. 
87 Soemitro Rochmat and Zainal Muttaqin, ―Pajak Bumi Dan Bangunan,‖ 

Bandung: PT Refika Aditama, 2001, 54. 
88 Wirawan B Ilyas Waluyo and Wirawan Ilyas, Perpajakan Indonesia, 

(Jakarta: Salemba Empat 5 2002), 24. 
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b. Wajib pajak yang berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan atau 

keterangan lain ternyata jumlah pajak yang tertuang lebih 

besar dari jumlah pajak yang dihitungkan berdasarkan Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), maka selisih pajak 

yang tertuang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi 

administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak 

yang tertuang. 

c.Wajib pajak tak membayar atau kurang membayar pajak 

tertuang pada saat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi 

administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan yang dihitung 

dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk 

jangka panjang waktu paling  lama 24 bulan. 

Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang harus 

dibayarkan, karena kewajiban adalah hutang. Jika ada orang 

atau badan yang tidak membayarkan pajaknya, maka akan 

dikenakan sanksi, sebelumnya sudah dijelaskan tentang sanksi 

administrasi atau denda. Sanksi selanjutnya adalah sanksi 

pidana, sanksi ini diberikan kepada pelanggarnya dengan 

hukuman kurungan penjara. ―Sanksi pidana untuk tindak pidana 

dibidang perpajakan tidak ada yang berupa hukuman mati atau 

hukuman seumur hidup, tetapi hanya hukuman pejara yang 

tidak lebih dari 7 tahun.
89

 

Penjelasan tentang sanksi pidana telah dibahas oleh Rochmat 

Soemitro dan Zainal Muttaqin dalam buku Pajak Bumi dan 

Bangunan, yaitu sanksi pidana adalah sanksi yang dijatuhkan 

oleh hakim pidana untuk kejahatan. Agar hakim pidana dapat 

menjatuhkan sanksi pidana sesuatu perbuatan disyaratkan 

adanya ketentuan tentang perumusan perbuatan yang 

dikategorikan sebagai tindak pidana, dan sekalian ada ancaman 

sanksi yang ditentukan secara pasti.
90

 

Sanksi pidana tidak serta merta diberikan kepada orang atau 

badan tanpa ada ketentuan apa yang dilanggar dan berapa lama 

                                                     
89 Rochmat Soemitro, Asas Dan Dasar Perpajakan, (1990), 27. 
90 Rochmat and Muttaqin, Pajak Bumi Dan Bangunan, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2001), 56 
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kurungan penjara yang diberikan. Dalam sanksi pidana pajak 

bumi dan bangunan (PBB), tindak pidana yang diberikan 

kepada pelanggar ada dua kriteria yaitu karena kealpaan atau 

tidak disengaja dan karena kesengajaan. Sanksi pidana untuk 

pajak PBB ditetapkan dalam hukum formal yaitu pada Undang-

Undang No. 16 Tahun 2000.
91

 

Sanksi pidana pada pasal 24 UU PBB, terhadap orang 

maupun badan yang karena kealpaannya, tidak mengembalikan 

atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

(SPOP) kepada Direktur Jendral Pajak, tapi juka hanya 

terlambat menyampaikan SPOP hanya dikenakan sanksi denda 

atau administrasi. Selanjutnya, bagi orang ataupun badan yang 

karena kealpaannya, menyampaikan SPOP dengan isi yang 

tidak benar, tidak lengkap, maupun isi tidak benar. Sehingga 

dapat menimbulkan kerugian pada negara, hal ini akan 

diberikan hukuman berupa pidana kurungan selama-lamanya 

enam bulan atau denda setinggi-tingginya dua kali paak yang 

tertuang.
92

 

Pasal 25 mengancamkan sanksi pidana berupa pidana 

penjara paling lama dua tahun atau denda paling tinggi lima kali 

pajak yang tertuang kepad siapapun (orang atau badan) yang 

dengan sengaja:  

a.Tidak mengembalikan atau menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak kepada Direktorat Jendral Pajak. 

b. Menyampaikan SPOP yang isinya tidak lengkap dan/atau 

melampirkan keterangan yang tidak benar. 

c.Memperlihatkan surat palsu atau yang dipalsukan atau 

memperlihatkan dokumen lain yang palsu atau dipalsukan 

seolah-oleh itu benar. 

Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng 

hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. 

Menurut ketentuan dalam undang undang perpajakan ada 3 
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macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan 

penjara.
93

 

a.Denda pidana Berbeda dengan sanksi berupa denda 

administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib 

Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, 

sanksi denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak 

ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada 

pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana 

dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran 

maupun bersifat kejahatan. 

b. Pidana kurungan Pidana kurungan hanya diancamkan 

kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat 

ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena 

pidana kurungan diancamkan dengan denda pidana, maka 

masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian 

itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian. 

c.Pidana penjara Pidana penjara seperti halnya pidana 

kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. 

Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman 

pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, 

adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak. 

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). 

Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dan Siti 

Kurnia Rahayu adalah sebagai berikut: 

a.Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakanterhadap 

pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. 

b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap 

pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran 

pajak. c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa 

kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap 

                                                     
93 M B A Mardiasmo, ―Perpajakan (Edisi Revisi),‖ Penerbit Andi, 2011, 60. 
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pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam 

ketentuan material.
 94

 

 

 

                                                     
94 Sony Devano and Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan: Konsep Teori Dan Isu, 

(Prenada Media Grup, Jakarta, 2006), 198. 
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BAB IV 

ANALISIS PENELITIAN 

 

A. Analisis Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Natar dalam Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh 

penulis dengan teknik wawancara dengan narasumber yang telah 

berperan penting dalam manajemen kepegawaian tersebut, hasil 

wawancara ini dapat penulis uraikan satu persatu. Proses 

penelitian dalam teknik wawancara melibatkan beberapa orang 

yang menjadi narasumber yang dianggap dapat memberikan 

informasi khususnya yang bergelut dalam bidang peningkatan 

kepatuhan wajib pajak, mewawancarai yang faham akan peran dan 

fungsi kantor pajak dan sesuai pedoman wawancara penulis. 

Untuk mengetahui upaya maupun langlah-langkah yang dilakukan 

kantor pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, kita 

perlu mengetahui apa peran dan fungsi kantor pajak. 

Secara umum peran kantor pelayanan pajak pada umumnya 

yaitu melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib 

pajak kepada masyarakat. Pelayanan publik atau pelayanan umum 

adalah pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah atau 

badan usaha lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang 

tidak berorientasi pada laba melainkan untuk kepentingan 

masyarakat secara umum seperti perbaikan jalan, pembelanjaan 

negara, pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk 

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penyuluhan adalah proses 

yang bertujuan untuk melakukan perubahan prilaku di kalangan 

masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu melakukan 

perubahan demi tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat, 

sedangkan tujuan penyuluhan itu sendiri adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan individu, kelompok, dan masyarakat 

sehingga dapat diterapkan prilaku sehat. Salah satu peran kantor 

pelayanan pajak yaitu juga melakukan pengawasan yang dimana 
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pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk 

memantau atau memonitoring, mengukur, dan bilaperlu 

melakukan perbaikan atas pelaksanaan kerja sehingga apa yang 

direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan 

harapan yang diinginkan. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, kantor 

pelayanan Pajak KPP Pratama Natar juga melakukan penyuluhan 

yang bertujuan untukmeningkatkan kesadaran wajib pajak kepada 

masyarakat agar tujuan dari pada pajak itu sendiri dapat tercapai 

sesuai dengan visi dan misi untuk mewujudkan perekonomian 

Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan 

serta meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan yang 

berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang 

efektif serta penegakan hukum yang adil.  

Seperti yang dilakukan oleh KPP Pratama Natar adalah dengan 

membentuk tim penyuluh, sesuai dengan PMK (Peraturan Menteri 

Keuangan) PMK.01/2017/Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak Pasal 18 yang berbunyi: 

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat 

mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan 

pemantauan penyuluhan,  pelayanan, konsultasi, dan pendaftaran 

Wajib Pajak, melaksanakan pengelolaan dokumen perpajakan, 

melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan 

masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan 

perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah. 

Prosedur pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan KPP Pratama 

Natar adalah dengan sosialisasi baik secara offline ataupun online.  

Prosedur pelaksanaan secara offline yang dilakukan oleh KPP 

Pratama Natar adalah dengan langsung turun kelapangan dan 

memberikan edukasi mengenai perpajakan seperti pentingnya 

membayar pajak dan fungsi dari pembayaran pajak itu sendiri 

langsung kepada masyarakat secara rutin dan countinue. 

Kemudian penyuluhan secara online yang dilakukan KPP Pratama 

Natar adalah dengan memberikan edukasi melalui sosial media 

berupa konten yang di posting melalui facebook, twitter, 
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Instagram dan youtube, selain itu juga KPP Pratama Natar 

memberikan kelas online melalui zoom dan live streaming yang 

dilakukan satu minggu sekali. Namun dalam hal ini KPP Pratama 

Natar memiliki hambatan tersendiri dalam memberikan edukasi 

kepada masyarakat, edukasi yang diberikan secara online, yang 

dimana mereka menemukan masalah kesulitan pada jaringan 

internet khususnya pada masyarakat yang tinggal di plosok desa 

yang berakibat sulitnya masyarakat untuk mengakses konten 

edukasi yang diberikan secara online. Untuk mengatasi solusi dari 

permasalahan ini tidak hanya KPP Pratama Natar namun juga 

perlunya peran pemerintah dalam memberikan akses internet 

hingga ke plosok desa agar nantinya masyarakat yang berada di 

plosok desa dapat mengakses edukasi yang diberikan KPP 

Pratama Natar secara online.  

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber pelayanan 

yang terdapat di KPP Pratama Natar adalah pelayanan 

pembayaran pajak seperti pembayaran pajak di bidang PPh, PPN, 

PPnBM, Pajak tidak langusung lainnya, PBB serta Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan, tetapi PBB yang dipungut KPP 

Pratama Natar bukan PBB rumah pedesaan atau kota tetapi PBB 

pertambangan, perhutanan dan perkebunan. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber KPP 

melaksanakan fungsi pengawasan gunanya untuk mengawasi 

apakah wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban 

perpajakannya itu telah melakukan pembayaran pajak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dengan benar atau tidak. Selain itu 

penegakan hukum dalam hal wajib pajak mangkir dari 

pembayaran perpajakannya atau memenuhi kewajiban 

paerpajakannya maka KPP melakukan tugas penegakan hukum 

seperti pelaksanaan sita, kemudian penagihan pajak dengan 

undang-undang surat paksa, melakukan pemeriksaan atau audit 

terhadap kewajiban perpajakannya. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengaruh ada nya tim 

penyuluh di KPP Pratama Natar terhadap penerimaan pajak 

pertahun di KPP Pratama Natar, adanya tim penyuluh ini 
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menyebabkan penerimaan terhadap pajak selalu mencapai atau 

bahkan melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya 

semenjak dibentuknya tim khusus penyuluhan. Hal ini  dapat 

dilihat berdasarkan data penerimaan pajak pertahun dimana pada 

tahun-tahun sebelum dibentuknya tim penyuluh pajak penerimaan 

pajak pertahun di KPP Pratama Natar tidak mencapai target yang 

telah di tentukan, seperti pada tahun 2018 penerimaan pajak hanya 

terealisasi 86% dari target yang ditetapkan. Lalu pada tahun 2019 

penerimaan pajak hanya terealisasi 78% dari target yang 

ditetapkan. Setelah di bentuknya tim penyuluh terdapat perbedaan 

yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak pertahun dan 

selalu mencapai target yang telah ditetapkan seperti awal mula 

dibentuknya tim penyuluh pada tahun 2020, pada tahun itu juga 

penerimaan pajak mencapai atau bahkan melebihi target yang 

telah ditentukan yaitu sebesar 111%, tahun 2021 sebesar 106% 

dan tahun 2022 sebesar 136%.  

Berdasarkan fakta dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa 

peran pembetukan tim penyuluhan pajak sangat berpengaruh baik 

terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Natar yang dimana 

setelah di bentuknya tim penyuluhan tersebut mengakibatkan 

selalu tercapainya realisasi dari target yang telah ditetapkann. Hal 

ini juga diperkuat oleh prestasi yang didapat oleh KPP Pratama 

Natar yang memperoleh penghargaan ranking satu tingkat 

nasional dalam pelaksanaan penyuluhan terbanyak. Berdasarkan 

hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tim penyuluh sangat 

berperan penting dalam tercapainya target penerimaan pajak di 

KPP Pratama Natar setiap tahunnya.  

Berdasarkan teori good governance yang mengandung arti 

kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan 

kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan 

cita-cita negara atau bagaimana pemerintah berinteraksi dengan 

masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam 

pembangunan. Berdasarkan hal tersebut yang mana pelaksanaan 

pajak ini adalah bagian dari hubungan atau interaksi antara 

pemerintah dengan masyarakan memlalui pemungutan pajak yang 
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diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan seluruh warga 

negara baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.  

Pelaksanaan dari pada apa yang dilakukan tim penyuluh yang 

melakukan edukasi mengenai perpajakan yang mengharuskan 

setiap masyarakat untuk membayar pajak, mengenai hal tersebut 

penulis merasakan tim penyuluh seharsunya tidak hanya 

memberikan edukasi mengenai pentingnya dalam membayar 

pajak, namun juga perlunya bagi tim penyuluh memberikan 

pemahanan tentang bagaimana transparasi mengenai penerimaan 

pajak dan realisasi dana pajak tersebut yang bisa diaskses atau di 

pantau oleh masyarakat, karena masih cukup banyak masyarakat 

yang rela tak rela dalam membayar pajaknya, hal tersebut terjadi 

karena mereka merasa tidak cukup untuk bisa mengetahui apakah 

pajak yang mereka bayarkan digunakan sesuai dengan tujuan 

pemungutan pajak itu sendiri. 

Oleh sebab itu pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak 

harus mampu meberikan data-data maupun fakta-fakta 

setransparan mungkin kepada masyarakat mengenai penerimaan 

dan perealisasian dana pajak yang didapatkan dari msyarakat, 

sehingga hal ini juga dirasa dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat.   

 

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Peran Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Natar dalam Pembinaan 

Masyarakat Sadar Pajak 

Dalam pandangan perspektif Islam atau lebih kepada fiqh 

siyasah tanfidziyyah tentu tidak terlepas dari sumber hukum Al-

quran, Hadist dan Sunnah nabi dalam praktiknya menjalankan 

kehidupan. Hal ini juga dikembangkan oleh al-khulafah serta 

pemerintah Islam sepanjang sejarah untuk membuat aturan yang 

dapat dilaksanakan dengan tujuan kepada kemaslahatan umat atau 

masyarakat. Siyasah tanfidziyyah merupakan kajian yang sering 

digunakan dalam islam. Fiqh siyasah tanfidziyyah adalah sesuatu 

hal yang sangat penting dalam sistem pemerintahan islam karena 

menyangkut hubungan antara pemerintah dengan masyarakat serta 
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implementasi atau pelaksanaan dari undang-undang dari suatu 

negara. 

Tugas siyasah tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-

undang, dengan negara memiliki wewenang eksekutif untuk 

menguraikan dan menerapkan peraturan yang telah di 

formulasikan sebelumnya. Kepala negara, sebagai pelaksana 

tertinggi, dibantu oleh kabinet atau dewan menteri. Pemerintah, 

pada dasarnya berperan sebagai pelayan masyarakat untuk 

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat 

dapat membayar pajaknya. Peran utama pemerintah adalah 

mengelola tata kelola negara guna memastikan kesejahteraan 

melalui undang-undang. Sebagaimana yang tertera dalam Al-

quran surah An-nisa ayat 59: 

                       

                     

                     

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

 

Berdasarkan ayat diatas, sebagai seorang muslim yang baik 

kita wajib dan harus mematuhi aturan yang dibuat oleh ulil amri 

atau pemimpin negara asalkan peraturan tersebut sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini aturan mengenai perpajakan 

tentunya juga harus dipatui oleh setiap warga negara dengan kata 

lain jika melanggar hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran 

hukum agama, karena Islam mengajarkan ketaatan kepada hukum 

dan peraturan yang sah yang berlaku dalam masyarakat.  
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Salah satu aturan yang di buat oleh pemerintah di Indonesia 

adalah dengan menerapkan kewajiban pajak kepada setiap wajib 

pajak. Dalam hal ini pengumutan pajak bertujuan untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum, melalui 

pembangunan infrastrukrur, layanan publik dan pendanaan 

program, pembayaran hutang pemerintah, perlindungan sosail, 

sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan lain sebagainya 

yang berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat. Dirasa 

pentingnya pembayaran pajak sebagai sumbangsih masyarakat 

terhadap negara, pemerintah melakukan bebagai upaya untuk 

dapat memaksimalkan penerimaan pajak negara, salah satu upaya 

yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat peraturan 

pembentukan tim penyuluh guna memberikan edukasi mengenai 

pajak tentang pentingnya membayar pajak, dan bagaimana pajak 

tersebut tidak semata-mata hanya dipungut untuk kepentingan 

negara melaikan pemungutan pajak tersebut nantinya akan 

kembali kepada masyarakaat dalam bentuk lain yang dapat 

bermafaat bagi masyarakat secara luas. 

Berdasarkan perspektif Siyasah tanfidziyyah pembentukan tim 

penyuluh pajak merupakan bentuk implementasi dari peraturan 

yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini peraturan menteri 

keuangan  dalam PMK.01/2017/Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak Pasal 18. Tujuan 

peraturan ini adalah untuk memastikan kepatuhan pajak yang 

lebih baik, memfasilitasi proses perpajakan bagi wajib pajak, 

menjaga transparansi dalam pengelolaan pajak, dan menjalin 

hubungan yang baik antara instansi perpajakan dan masyarakat.   

Fiqh siyasah tanfidziyyah diperuntukkan bagi setiap warga 

negara atau individu agar menyadari kewajiban mereka dalam 

melaksanakan peraturan Perundang-undangan dengan penuh 

keihklasan. Disamping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, 

ajaran Islam juga mengharuskan bahwa setiap warga negara atau 

individu memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi. 

Pembentukan tim penyuluhan ini sebagaimana merupakan bagian 

dari tanfidziyyah yang dibentuk untuk memberikan edukasi 

kepada masyarakat luas mengenai perpajakan dengan tujuan 
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memaksimalkan penerimaan pendapatan negara yang nantinya 

akan di alokasikan kembali kepada masyarakat untuk menciptakan 

kesejahteraan. Hal ini sudah sesuai dengan salah satu tujuan dari 

siyasah tanfidziyyah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi 

yang memungkinkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi 

masyarakat. Ini mencakup distribusi kekayaan yang adil, 

perlindungan hak-hak individu dan penyediaan layanan publik 

yang memadai. 

Salah satu tujun dari pembentukan tim penyuluh ini adalah 

untuk menyampaikan prihal pajak kepada masyarakat yang sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Dalam Islam juga terdapat aturan 

atau perintah untuk menyampaikan amanat mengenai hukun 

ataupun aturan yang dibuat oleh pemimpin negara, sebagaimana 

firman Allah dalah Q.S An-Nisa ayat 58: 

                           

                       

           

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat.” 

 

Kehidupan bernegara tidak hanya berkaitan dengan hubungan 

antara rakyat dan pemerintah, tetapi juga melibatkan dukungan 

dari masyarakat dalam mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, 

semua pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

masyaraakat perlu saling mendukung untuk mencapai 

keberhasilan dalam pelaksanaan peraturan yang dibuat. Dengan 

kerja sama dan koordinasi yang baik, kita dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat, dan hasilnya pelaksanaan 
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PMK.01/2017/Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 

Vertikal Direktorat Jen dral Pajak Pasal 18 akan berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

Berdasarkan pemaparan diatas penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa tim penyuluh perpajakan ini sudah sesuai 

dengan siyasah tanfidziyyah, dimana tim penyuluh ini merupakan 

bentuk tindakan dari pemerintah terhadap peraturan yang dibentuk 

dengan tujuan untuk menyampaikan pentingnya membayar pajak 

oleh masyarakat kepada suatu negara. Dengan adanya tim 

penyuluh ini juga terbukti cukup dapat memaksimalkan 

penerimaan pajak di KPP Pratama Natar, dimana apabila 

penerimaan pajak suatu negara dapat diperoleh secara maksimal 

maka akan dapat memicu negara meningkatkan peneluaran 

belanja-belanja pemerintah, sehingga bisa meningkatkan 

perekonomian yang berujung bagi terciptanya peningkatan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan 

Kantor Pelayanan Pajak dalam fiqh siyasah adalahh al-wizarah 

dimana al-wizarah ini adalah istilah konteks dalam administrasi 

pemerintahan dalam berbagai negara. Setiap al-wizarah biasanya 

mengurusi bidang tertentu seperti pendidikan, keuangan, atau luar 

negeri. Al-wizarah merupakan komponen penting dalam struktur 

pemerintahan yang mengelola kebijakan dan tugas-tugas yang 

berhubungan dengan bidangnya masing-masing dalam kerangka 

administrasi pemerintahan. 

Administrasi pemerintahan dalam hal ini mencangkup berbagai 

tindakan dan proses yang digunakan pemerintah untuk 

merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan dan 

program-programnya dengan tujuan mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan. Administrasi pemerintah sangat penting dalam 

menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, seperti penyediaan 

layanan publik, pengelolaan keuangan negara, perencanaan 

pembangunan, penegakan hukum, dan sebagainya. Tujuannya 

adalah untuk menciptaka pemerintah yang efisien, transparan, 

akuntabel, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta 

mencapai tujuan-tujuan publik yang telat ditetapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran kantor pajak KPP 

Pratama Natar dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak 

perspektif fiqh siyasah tanfidziah, penulis akan menyimpulkan 

berdasarkan teori dan data-data yang telah dikumpulkan pada saat 

pe nelitian.  

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dalam meningkatkan 

kesadaran wajib pajak yaitu kantor pajak melakukan sosialisasi 

terhadap wajib pajak dengan membentuk tim penyuluhan 

pajak. Dari hasil analisis deskriptif bahwa peran Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Natar  dalam meningkatkan 

kesadaran membayar pajak sudah berjalan dengan baik serta 

telah sesuai dengan tugas dan fungsi atau SOP yang berlaku. 

Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar 

melaksanakan perannya dalam meningkatkan kesadaran 

membayar pajak dengan melakukan sosialisasi edukasi tentang 

perpajakan secara offline maupun online. 

2. Dalam fiqh siyasah kedudukan Kantor Pelayanan Pajak 

adalahh al-wizarah dimana al-wizarah ini adalah istilah 

konteks dalam administrasi pemerintahan dalam berbagai 

negara. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah atau 

pandangan Islam, pajak atau pemungutan pajak bukanlah hal 

yang salah dalam Islam jika hasil dari pemungutan pajak 

digunakan untuk negara dan kembali kepada warga negara atau 

masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan secara 

keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Wajib 

pajak dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah yang 

dilakukan sudah sesuai dan pada masa kepemimpinan 

Rasulullah, beliau juga memerintahakan kepada seorang 

petugasnya untuk berkeliling ke kampung-kampung juga ke 
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plosok desa untuk melakukan pemungutan jizya atau pajak dan 

juga memberikan pengetahuan lebih mengenai pajak tentang 

apa itu pajak dan apa tujuan dan manfaat dari pemungutan 

pajak. 

 

B. Rekomendasi 

1. Pihak kantor pajak harus tetap melakukan sosialisasi mengenai 

pajak dalam upya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk 

membayar pajak dengan melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat luas, yaitu sosialisasi tentang pemahaman 

mengenai pajak. Pihak kantor pajak juga harus melakukan 

samsat keliling sampai kepelosok demi ketertiban pajak atau 

pembayan pajak oleh wajib. 

2. Bagi masyarakat yaitu diharapkan untuk terus aktif dalam 

belajar dan memahami perpajakan sehingga timbul kepatuhan 

dalam membayar pajak. Selain itu masyarakat juga harus 

meningkatkan kesadaran bahwa sangat pentingnya pajak bagi 

masyarakat dan negara. 
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Lampiran 3  

Surat Izin Riset 
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Lampiran 4 

 

Pedoman Wawancara 

 

1. Apa yang menjadi tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Natar? 

2. Sejak kapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar 

memiliki tim khusus penyuluh? 

3. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

membayar pajak? 

4. Apa indikator yang menunjukkan keberhasilan Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak? 

5. Adakah faktor penghambat tim penyuluh Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Natar dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk membayar pajak? 

6. Bagaimana cara tim penyuluh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Natar mengatasi hambatan tersebut? 

7. Apakah pegawai yang berada di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Natar sudah melaksanakan tugas dalam 

memberikan pelayanan dan penyuluhan dengan baik? 

8. Adakah penyuluhan yang belum dilakukan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar? 
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Lampiran 5 

Blangko Konsultasi 
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Lampiran 6 

Hasil Uji Turnitin 
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Lampiran 7 

Surat Persetujuan 2 Rumah Jurnal Fakultas Syariah 
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Lampiran 8 

Dokumentasi Wawancara 
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